
 
 

 
 
 

BUPATI TRENGGALEK 
PROVINSI JAWA TIMUR 

NGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK 

 NOMOR 8 TAHUN 2018 
TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TRENGGALEK, 
 

Menimbang   :  a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum 

anggaran pendapatan dan belanja daerah, adanya kebijakan pemerintah pusat yang menyebabkan 

terjadinya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran 

antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih 

tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan 

adanya perubahan-perubahan mendahului perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka 

perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018;   
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       b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

 

Mengingat   :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat 

II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
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12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan  Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5351);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5694); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

26. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244); 

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
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tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan  Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan  Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 277); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 
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tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2010 Nomor 10 Seri E); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri B); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan 

Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri C); 
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38. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri C); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri C); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 

2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 67); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 92); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 6 Seri C); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri B); 
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44. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 

Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek 

Nomor 3); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 4); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 5); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 

Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 48); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek 
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Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 60) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 96); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 66); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 69); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas 

Bank Perkreditan Rakyat Jwalita (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 72); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 80); 
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56. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 

Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 91); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 18); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2018 Nomor 6); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK 

dan 
BUPATI TRENGGALEK 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2018. 
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Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.1.759.995.116.000,00 

bertambah sejumlah Rp.23.661.840.465,47 sehingga menjadi sebesar Rp.1.783.656.956.465,47 dengan 

rincinan sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula                              Rp.1.759.995.116.000,00 

b. Bertambah                        Rp.      23.661.840.465,47 

Jumlah setelah Perubahan                                                Rp.1.783.656.956.465,47 

2. Belanja Daerah 

a. Semula                              Rp.1.784.697.931.000,00 

b. Bertambah                         Rp.   161.348.843.834,78 

Jumlah setelah Perubahan                                                 Rp.1.946.046.774.834,78 

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan                                                                            Rp.  (162.389.818.369,31) 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan 

1) Semula                           Rp.       37.202.815.000,00 

2) Bertambah                      Rp.      137.687.003.369,31 
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Jumlah setelah Perubahan                                           Rp.  174.889.818.369,31 

b. Pengeluaran 

1) Semula                           Rp.       12.500.000.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.                              0,00 

Jumlah setelah Perubahan                                           Rp.   12.500.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan                                                                Rp.   162.389.818.369,31 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan                                                     Rp.                            0,00 

 

Pasal 2 
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah  

1) Semula                                                                     Rp.  199.000.000.000,00  

2) Bertambah        Rp.    21.244.865.465,47 

                                 Jumlah setelah Perubahan                                    Rp.   220.244.865.465,47 

b. Dana Perimbangan   

1) Semula        Rp.1.270.019.510.000,00  

2) Berkurang        Rp.         (322.760.000,00) 

                                               Jumlah setelah Perubahan                                          Rp.1.269.696.750.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah   
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1) Semula        Rp.   290.975.606.000,00  

2) Bertambah        Rp.       2.739.735.000,00 

                                               Jumlah setelah Perubahan                                               Rp.   293.715.341.000,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:  

a. Pajak Daerah 

1) Semula        Rp.     32.015.950.000,00 

2) Bertambah        Rp.       1.684.550.000,00 

Jumlah setelah Perubahan                                               Rp.     33.700.500.000,00  

b.  Retribusi Daerah   

1) Semula                                                                      Rp.     19.898.833.000,00 

2) Bertambah         Rp.            40.373.123,00  

Jumlah setelah Perubahan                                                Rp.    19.939.206.123,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  

1) Semula                    Rp.       4.715.000.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang)                                             Rp.                            0,00  

Jumlah setelah Perubahan                                                      Rp.      4.715.000.000,00  

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  

1) Semula                    Rp.    142.370.217.000,00 

2) Bertambah                                                                 Rp.      19.519.942.342,47  

Jumlah setelah Perubahan                                                                                      Rp.  161.890.159.342,47 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:  

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak  
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1) Semula                   Rp.       78.219.615.000,00  

2) Berkurang                   Rp.           (322.760.000,00) 

Jumlah setelah Perubahan                                                        Rp.   77.896.855.000,00  

b. Dana Alokasi Umum 

1) Semula                                                                      Rp.     885.545.437.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang)                   Rp.                              0,00  

Jumlah setelah Perubahan                                                                                      Rp.  885.545.437.000,00  

c. Dana Alokasi Khusus 

1) Semula                   Rp.      306.254.458.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang)                                            Rp.                              0,00  

Jumlah setelah Perubahan                                                        Rp.  306.254.458.000,00  

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis 

pendapatan: 

a. Pendapatan Hibah   

1) Semula                                                                      Rp.         5.000.000.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang)                                            Rp.                              0,00  

Jumlah setelah Perubahan                                                                                       Rp.      5.000.000.000,00  

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

1) Semula                                                                      Rp.        82.924.551.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang)                   Rp.                               0,00  

Jumlah setelah Perubahan                                                                                       Rp.     82.924.551.000,00  
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c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus   

1) Semula                   Rp.       144.827.455.000,00  

2) Berkurang                                                                 Rp.             (221.175.000,00) 

Jumlah setelah Perubahan                                                                                        Rp.  144.606.280.000,00  

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya  

1) Semula                                                                      Rp.            3.720.000.000,00  

2) Bertambah                                                                 Rp.            2.960.910.000,00  

Jumlah setelah Perubahan                                                                                         Rp.     6.680.910.000,00  

e. Pendapatan Hibah Dana BOS   

1) Semula                                                                      Rp.           54.503.600.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang)                                            Rp.                                  0,00  

Jumlah setelah Perubahan                                                                                         Rp.   54.503.600.000,00  

 

Pasal 3 
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Semula                                                                      Rp.     1.070.325.375.050,00  

2) Bertambah                                                                 Rp.          22.269.840.392,37  

Jumlah setelah Perubahan                                                                                         Rp.1.092.595.215.442,37  
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b. Belanja Langsung 

1) Semula                                                                      Rp.        714.372.555.950,00  

2) Bertambah                                                                 Rp.        139.079.003.442,41  

Jumlah setelah Perubahan                                                                                         Rp.   853.451.559.392,41  

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:  

a. Belanja Pegawai 

1) Semula                                                                      Rp.        784.479.848.350,00  

2) Bertambah                                                                 Rp.           9.523.968.204,00  

Jumlah setelah Perubahan                                                          Rp.   794.003.816.554,00  

b. Belanja Hibah   

1) Semula                                                                       Rp.         27.522.040.000,00  

2) Bertambah                                                                  Rp.           3.169.680.000,00  

Jumlah setelah Perubahan                                                                                         Rp.     30.691.720.000,00 

c. Belanja Bantuan Sosial       

1) Semula                                                                       Rp.         10.284.200.000,00  

2) Bertambah                                                                  Rp.           2.390.800.000,00  

Jumlah setelah Perubahan                                                                                          Rp.    12.675.000.000,00  

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa 

1) Semula                                                                        Rp.          6.686.486.600,00  

2) Bertambah                                                                   Rp.             960.774.967,00  

Jumlah setelah Perubahan                                                           Rp.      7.647.261.567,00  
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e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa 

1) Semula                                                                        Rp.       231.352.800.100,00  

2) Bertambah                                                                   Rp.           6.244.682.000,00  

Jumlah setelah Perubahan                                                                                          Rp.  237.597.482.100,00  

f. Belanja Tidak Terduga 

1) Semula                                                                        Rp.         10.000.000.000,00  

2) Berkurang                                                                   Rp.               (20.064.778,63) 

Jumlah setelah Perubahan                                                                                          Rp.      9.979.935.221,37 

(3) Belanja Langsung 

a. Belanja Pegawai 

1) Semula                                                                         Rp.       126.167.595.860,00  

2) Bertambah                                                                   Rp.            4.164.068.268,33  

Jumlah setelah Perubahan                                                                                           Rp. 130.331.664.128,33 

b. Belanja Barang dan Jasa   

1) Semula                                                                         Rp.        312.992.682.095,00  

2) Bertambah                                                                   Rp.           48.238.698.188,11  

Jumlah setelah Perubahan                                                                                            Rp. 361.231.380.283,11  

c. Belanja Modal    

1) Semula                                                                         Rp.         275.212.277.995,00  

2) Bertambah                                                                    Rp.           86.676.236.985,97  

Jumlah setelah Perubahan                                                                                            Rp. 361.888.514.980,97  
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Pasal 4 
 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari: 
a. Penerimaan 

1) Semula                                                                         Rp.           37.202.815.000,00  

2) Bertambah                                                                    Rp.         137.687.003.369,31 

Jumlah setelah Perubahan                                                                                            Rp. 174.889.818.369,31  

b. Pengeluaran 

1) Semula                                                                         Rp.            12.500.000.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang)                                               Rp.                                   0,00  

Jumlah setelah Perubahan                                                                                            Rp.   12.500.000.000,00  

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:  

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 

1) Semula                                                                         Rp.            37.000.000.000,00  

2) Bertambah                                                                    Rp.          137.687.003.369,31  

Jumlah setelah Perubahan                                                                                            Rp. 174.687.003.369,31  

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 

1) Semula                                                                         Rp.                 202.815.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang)                                                Rp.                                  0,00  

Jumlah setelah Perubahan                                                                                             Rp.      202.815.000,00  
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:  

a. Pembentukan Dana Cadangan  

1) Semula                                                                         Rp.              5.000.000.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang)                                               Rp.                                   0,00  

Jumlah setelah Perubahan                                                               Rp.   5.000.000.000,00  

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  

1) Semula                                                                         Rp.              7.500.000.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang)                                                Rp.                                  0,00  

Jumlah setelah Perubahan                                                                                             Rp.    7.500.000.000,00  

 

Pasal 5 
 

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

1. Lampiran I           : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

2. Lampiran II          : a.  Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

menurut Organisasi; 

          b. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III         : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
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4. Lampiran IV         : a.  Rekapitulasi Belanja menurut Organisasi, Program, Kegiatan; 

 b.  Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan; 

5. Lampiran V          : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI         : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

7. Lampiran VII        :  Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VIII       : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

9. Lampiran IX         :  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

10. Lampiran X          :  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; 

11. Lampiran XI         :  Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

12. Lampiran XII        :  Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

13. Lampiran XIII       :  Daftar Pinjaman Daerah. 

 

Pasal 6 
                

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. 
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Pasal 7 
 

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memenuhi kriteria: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya;   
b.  tidak diharapkan terjadi secara berulang;   

c.  berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan  

d.  memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh 

keadaan darurat. 

 

Pasal 8 
 

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat 

menggunakan Belanja Tidak Terduga. 

 

Pasal 9 
 

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: 
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam 

tahun anggaran berjalan; dan / atau 
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.  
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Pasal 10 
 

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 

ini; dan 
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

Pemerintah Daerah dan masyarakat. 
 

Pasal 11 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 12 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek. 

 

    Ditetapkan di Trenggalek 

      pada tanggal  22 Oktober 2018                       

                                                                                    BUPATI TRENGGALEK, 
 

      TTD 
 

       EMIL ELESTIANTO DARDAK 
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Diundangkan di Trenggalek 

pada tanggal 22 Oktober 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TRENGGALEK, 
 
                 TTD 
 
               PARIYO 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 8 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 303-8/2018 
Salinan sesuai dengan aslinya 
 
 
 
  KEPALA BAGIAN HUKUM, 

                

         ANIK SUWARNI 

Nip . 19650919 199602 2 001 

 


